
T.FURARAN DAMAH KABT'PATB{ DAEAAH TITffiAT II PEIIAI.'A}G

NOrcR : 7 TAIIUN 1992 SERI D i0. 7

PERATI]RAN DAIAAH KAB{'PATB{ DAERAH TII{GKAIT II PHdAIA}X3

I.ICIffi 9 TAHTJN 1991

TENTANG

BATAS WII.AYAH KgfA ffiAL

DEXreA}I RAKHMAT TTJHAN YAI{G T{AHA ESA

BT]PATI KEBATA DAERAH TI}ffiA1T II PEUAIAI{G

&fenimbang : a. bahwa kota - kcta di ir?.bupaten Daerah Tingkat

II Pen"alang telah tunbuh clan berkembang pesat

ral;a- perlu penataan, pengarahan dan pengenda-

lian clengan ba.ik;

bahr,;a kcta Col:::ri ].3n9 le;:1etak d-i- ja1ar, r'aya

F'r,,i'alang - l,eliaiongan - ,!eniat'::i:1; llel'pe'r-an

sebagai i.'jta tenrpa.t kedudukan Fenba-nru Pupati

cal Kecamatan Ccrru:.] ;uga seba-gai pltsat p€ngem-

b:lngali bagi wilayah di seliitarnya;

ba-nwa agar: Kut.ri. Cor,ai dapi.it belper'an :,ei:eigai-

iiaiili- terseblll. iiill r"as dan de-1tat ciiivujudkan

sebagai kota J"ang indah, Kornurikaiir'. Hi"jau,

Lan,:i,r', Aman dar. Sehat per'.lu ditetapl;an batas

wila:"'ah kotanya ;

n
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bahwa- untuk maksud tersebut diatas perlu

rnengaturnya dengan Peraturan Daerah .

Undang -undang Nonror 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pernerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nornor '13 Tahun 1950 tentang Pern--

bentukan Daerah-daerah l(abupaten dalan ling-

kr:ngan Propinsi Jawa Tengah jr.:.ncto Peraturan

Penerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan rmlai berlakunya Undang-undang Nornr
'13 Tahun 1950 ;

Llndang-undang Ncxnrr 5 Tahun 1960; . tentang

peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Uncang-undang Nqnor 5 1ai1un 1979 tentang

Penrerintahan Desa ;'

Lhdang-undang Norcr 4 Talun 1982 tentang Ke-

tentun-ketentuan Fokok Pengelolaan Lingkung-

an liidup ;

Peratwan lr{enteri Dalan Negeri Nonpr 7 Tahun

1986 tentang penetapan Batas Yr'ilayah Kota di

seluruh Indonesia ;

Peraturan lvbnteri Dalarn Negeri Noncr 2 Tahun

1987 tentang Fedcrmn Penyusunan Rencana Kota

Instruksi Menterj. Dalarn Negeri Nor:pr 34 Tahun

1986 tentang Pelaksanaan Peratural Menteri

Dalam Negeri l{mpr 7 Tahun 1986 tentang Pene-

tapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia

2.

__rr.

3.

4 .

6 .

7 .

8 .

9 . (3 )
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9. Peraturan Daeratr Kabupaten Daerah Tingkat II

Pemala.ng NonTor 7 Tahut 1985 tentang Pola

Dasar Pembangrrnan Da.erah Kabupaten Daerah

Tingkat II Panalang ;
'10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Peralang Non'or 11 Tairun 1990 tentang }iotto

Pe.n':bangunan l(abupaten Daerah Tingkat II

Peralang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ifubupaten Daerah Tingkat II Pemalang

I v IE } IUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAIi DAERAH KABLPATEI{ DAERAH TIN-GK{T II

PE}TAI.A}I-G TENTANG BA1AS I|ILAYATI KOTA CO&IAL.

BAB I

KETHVTUA}i tj}fu]'{

Pasai 1

Da-l-ili Peraturiri: i;a,s:r":l"h irii. i'a.ng ll,iirel::.rLr1 cienge-1 ;

.:r . i),,'l;.Ci".i tlter..i l;-ri:.r,':rii airle-l"a.lt p11i€1.i1 ;ilil lhi.:,, ilrr:.ten D;.C.l.i] r

s. '{',.r{lq2'i 
iI Pen;:"i-ang ;

ir" }iupati Xepr.-ia Lt-erah aili l lah i:irri-.atI ilt 'pa1a l.Lrerir,h Ti::gh.t

-i I ii,:inllang :

u . l-r.:'::,&ii L'et L,:i..ii:-t.l frlir;"'a l" iliie r Lli. i.ilaial'i i,e.,,,,;r.it F*-rvlak:1:rir

Fek},a c Dae: a,.h l' l,.ti,i-rl-.a;eri i)-l.r:r' i, i 'r ' l i.qg;:;rr l.i ccnel"-jng ;

i",. pL'ii;L)3n tU i\;pa.ti adaial'i Ft".i:rr,ri_it ir-r S.ti:;i f j i'er;::i l.i:n,i, i,i'1,i!i

; "  i  . :  : r  r , ' l i :  C, :1. :1,  .  :

i . .  
{  

" '  
\
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e. I{ota adalah Iiota lbu Kota Kecamatan CCIre.l dan Kota
tempat Kedudulan Pembantu Bupati Wilayah Ccmal ;

f. lflilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah
penduduk yang rnewadahi tr.unbuh dan berkembangnya

kegiatan sosial budaya dan ekonqmr perkotaan ;
g. Batas wilayah Kota adalah garis batas yang rnanisahkan

antara wilayah kota dengan wilayah bukan kota-

BAB I I

MAKSUD DAI{ TUJUAII

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimalisudkan untuk nrenrberi dasar

hukum dan kekuatan hukum bagi batas wilayab kota .

Pasal 3

Feraturan Daerah tentang Batas l{ila5rah lls1s ini nralrpu-

nyai tujuan :

a. Mengendalil€n, nengarahkan dan nengatur pembangunan

fisik kota agar dapat mennijudkan Kota yang Indah,

Karnnikatif, Hijau, lancar, Aman dan Sehat ( IKHI"A,S )
b. lvlengatur pusat pengennbangan bagi n'ilayah sekitarnya 

J-

dalarn mengenali karakteristik dan batasan kota;

c. Merperoleh stnrktur data yang jelas, grura berbagai

keperluan ;
d. lbnudahkan bagi Instansi atau Pernerintah non Femerin-

tat! dar nasyarakat pada u[Rrrmya dalam rangka nenentu-

kan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk

setiap kegiatan pembangunan kota .

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



- o -

BAB I I I

BATAS WIL.AYA}I KCTTA

Pasal 4

( 1) Batas I'/ilayah Kota ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : - Batas Desa R;ruorejo - Susukan
- Jalan Desa Susukan - Gintung
- Jalan lori

- Ja1an Daerai-- (Sarqodadi - Pa -

gergunung Keca$atan Ulujani) .

b. Sebelah Tinmr : - Batas Desa Ga.ndu-Pagergunung

Kecamatan L:lujami.
- Jalan lJaerah (.frnbokulon-Pager-

gurung Kecarnatan Ulujami)
- Saluran Induli Kesesi Tinnrr
- Jalan Desa Siciorejo-Pecangakan

- Jalan lori
- Batas Desa- Sidcrejo - Sikayu
- Saluran Indul: Kesesi Tiri:nrr.

c. Sebelah Selatan :- Jaian Desa Fecangakan-Pendowo

Kec. Eodeh.
- Batas Desa Ruvoharjo-Pendowo

Kec. Bodeh

d. Seirelah. Barat : - Sungai Cor,:ai.
(2) Peta batas r,vilayah Kota Kecamatan sebagainana dimak-

sud ayat (1) Pasal ini terdapat Calam lzunpiran I yang

nerupa.I.:a"n bagian tiCak terpisaiikan dari peraturm

Daeral: i-ni

Pasa l  5  . . .  . . (  6  )
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Pasal 5

Desa - desa yang termasuk Wilayah Kota :

a. Sebagian Arnboktrlon ;

b. Sebagian Gandu ;

c. Gedeg ;

d. Sebagian Gintung ;

e. Sebagian lowa ;
f. Sebagian Fecangakan ;
g. Puns;oharjo ;

b. Sebagian Rr:n'osari ;

i. Sebagian Sidorejo ;
j. Sebagian Sikayu.

trasal 6

Uraian dan atau perincian Batas Wilayah Kota. sebagai-

nana din:aksud dalan Pasal 4 Peraturan Daerah ini

terdapat dalam l-ampiran II berupa naskah FAKIA DAI,[

AIIALISA BATAS WILAYA]I KCII.A @NrfAL yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahr ini

BAB  IV

KEITI{IUAI$ PE\UIUP

Pasal 7

Dengan berlaliunya Peraturan Daerah ini, maka segala

ketentuan yang nengatur Batas IEIayah Kota yang

bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan

Daerah ini dinyatakan tidak berlakr-r lagi.

a - ,

Pasa l  8  . . .  . . (  I  >
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Pasal 8

llal -hal yang belun diatur dalarn Peraturan Daerah ini

akan diatur lebih lanjut oleh Blpati Kepala Daerah

sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasa1 9

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku sejak tanggal

diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat niengeta-

huinya, remerintahkan pengr.indangan Peraturan Daeratr

ini dengan nenempatkannya dalarn lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II pernalang.

Pemalangr23 Desember'1991
DEWAN PERWAKIIAT{ RAIffAIi DAERAH BUPATI KEPAI,A D.AERAH TINq

I(ABUPATBI DAMAH TINGKAT II
Pm{ALAIvc 

KAT Ir pEilaLr\c
KEIUA 

cAP.
CAp ltct.

t tcl.

PRAN I  PTO Drs .  SOEWASI 'O \O
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D ISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengatr

Tanggal 12 Itlraret 1992 No. 188.3/95/1992

An. Sekretaris Wilayah/Daeralr Tingkat I

Jaua. Tengah

Kepala Biro Hulrum

cAP' ttd.

SARDJITO, SH
MP. 500 034 373.

Diundangkan Dalan l-embaran Daerah Kebupaten Daerah Tingkat II
Pernalang Nqrror 7 Tanggal 25 ltaret 1992 Seri No. 7

Sekretaris WilaYah I Daemh
Tingkat II Fernalang.

caP' 
ttd.

Drs. IOEXJO]ilC.
NrP. 500 029 622.

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



)_

- 9 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH IGBT]PATTIi DARAH TINGIGT II

PEMALANG

NOI,IOR 9 TAHTIN 1991

TENTANG

BATAS WII.,AYAII KqIA C O [! A L

1. PE{JH,ASAI{ T]MIJM.

Bahwa pertumbuhan Kota-kota di ibbupaten Pqre"-

lang menunjukkan perkembangan yang sang.at pestr

terutama pa.da akhir Pelita IV.

I4aka perlu dilaln:kan pengarahan, penataan dan

pengendalian yang dapat nenampung sem.ra aspirasi

para warganya.

Kota Contal selain melayani kebutuhan warganya
juga nrerupakan pusat penganbangan wilayah diseki-

tarnya. Penetapan Batas TJilayah Kota diperlukan
juga mengenalj- karakteristik, besar kota Can

pengendalian fisiknya.

II. PB{Jil.ASAN PASAL DE{I PASAL.

Pasal 1 s/d 9 : C\rknp -ielas.

-L
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